
a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pem berhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 7 Tahun 2018 Ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 

2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 

2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 

2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, 

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

NOMOR 87 TAHUN 2018 

BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 



Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Norn or 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717 }; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 ) 

diubah dengan Peraturan sebagaimana telah 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan 

dan Pemberhentian Kepala Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 ); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495 ); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 } 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 201 7 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221 ); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa 

( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 ten tang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala 

Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1222 ); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 150 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 
2016 ten tang Pemilihan, Pengesahan dan 

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonogiri Nomor 170 ); 

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 17 Tahun 2016 Ten tang Pemilihan, Pengesahan 

dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
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Pasal 5 
{1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia 

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD 

kepada Bupati melalui Camat. 

1. Diantara ayat {9) dan ayat (10) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (9a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 
2018 Ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten 

Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 46 TAHUN 2018 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2016 
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN 

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN 

KEPALA DESA. 

MEMUTUSKAN : 

Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 
2018 Nomor 47 ); 
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f 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga 

Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. 
(3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua; 

c. Sekretaris; 

d. Bendahara (dijabat oleh Bendahara Desa); 
e. Seksi-seksi : 

1. Pendaftaran pemilih; 

2. Penjaringan dan penyaringan; 

3. Pemungutan dan penghitungan suara; 

4. Umum dan perlengkapan; 

5. Dokumentasi dan publikasi; dan 

6. Keamanan. 

(4) Masing-masing seksi terdiri dari Ketua Seksi dan 

anggota serta untuk jumlah anggota disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

(5) Ketua Panitia pemilihan memandu pengucapan 

sumpah/janji Anggota Panitia pemilihan sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara. 

(6) Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai 
berikut: 

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji: 

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban 

Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa 
dengan sebaik-baiknya; 

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan 
Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang 

undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan 

pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang 

bertentangan dengan peraturan perundang 

undangan; 
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan 

kewenangan, akan bekerja dengan sungguh 

sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 

Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan 

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara 

Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi 
atau golongan", 

(7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia 

Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. 

(8) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS, Panitia 

Pemilihan membentuk KPPS. 

(9) Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh) 
orang. 

(9a) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 1 (satu) orang 

Ketua merangkap anggota dan anggota. 

(10) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji 

anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan 
suara. 

(11) Susunan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut: 

"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji : 

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban 

Say a se bagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa 
dengan sebaik-baiknya; 

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan 

Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang 

undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan 
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2. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 51 

(1) Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah 
apabila: 

a. surat suara ditandatangani oleh ketua pemilihan; 
dan 

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak 

segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau 

c. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi 

empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon 
yang telah ditentukan; atau 

d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di 

dalam salah satu kotak segi empat yang memuat 

nomor, foto dan nama calon; atau 

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak 

segi empat yang memuat nomor urut, foto dan 

nama Calon; 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan 
pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang 

bertentangan dengan peraturan perundang 

undangan; 

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan 
kewenangan, akan bekerja dengan sungguh 

sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan 

keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara 
Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi 

atau golongan". 
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3. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (4) Pasal 55 dihapus, 

sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55 

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara 

terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai 

calon Kepala Desa terpilih. 

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh 
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu] orang, 

calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah 

perolehan suara sah yang lebih luas. 

(3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), calon Kepala Desa 

ditetapkan dengan ketentuan : 

a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara 

terbanyak di 2 (dua) TPS. 

b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a masih tetap sama, maka calon terpilih 

adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara 

terbanyak pada TPS yang menggunakan hak 
suaranya paling banyak. 

c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b masih tetap sama, maka calon terpilih 

adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara 

terbanyak pada TPS yang jumlah DPTnya paling 

ban yak. 

(4) Dihapus 

(2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berhalangan tetap 

atau sementara, maka surat suara ditandatangani 

oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan. 
(3) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendelegasikan 

penandatanganan surat suara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Ketua KPPS. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRl TAHUN 2018 NOMOR 88 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 29 Oktober 2018 

.lf.t1a1!1K.BJl!l.a\.l:~ DAERAH KABUPATEN WONOGIRl, 

2018 

Ditetapkan di Wonogiri 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

memerintahkan 

mi dengan 
orang mengetahuinya, 

Peraturan Bupati 
Agar setiap 
pengundangan 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 
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